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ABSTRAK 

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru 
melaksanakan sebuah program sertifikasi guru. Tujuan penelitian ini ialah untuk 
mengetahui bagaimana proses implementasi program sertifikasi guru untuk guru madrasah 
yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teori implementasi program menurut Charles O. Jones yang 
menyebutkan tiga aktivitas dasar yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan 
menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program 
sertifikasi guru dalam jabatan khususnya pada guru Madrasah Aliyah Negeri Ciparay yang 
dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung pada pelaksanaannya belum 
optimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dilihat dari organisasi 
masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang tersedia. Dari aspek 
interpretasi, para pelaksana program sudah memahami tujuan dan pedoman program akan 
tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih belum konsisten. Dalam aspek aplikasi, 
ditemukan pengawasan pada pelaksanaan program tidak berjalan, terlihat pada belum 
adanya laporan evaluasi untuk pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan yang 
telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. 
 
Kata Kunci: Implementasi Program, Sertifikasi Guru, Profesionalisme Guru 
 

ABSTRACT 
Recognizing the importance of the role of education in improving the quality of 

human resources, the government seeks to improve the quality of teachers to implement a 
teacher certification program. The purpose of this study was to find out how the process of 
implementation of the teacher certification program for madrasah teachers conducted by 
Kementerian Agama District Bandung. The theory used in this research is the theory of 
program implementation by Charles O. Jones who cites three basic activities, namely the 
organization, interpretation, and application. The method used is descriptive qualitative 
determination techniques informants usingtechnique. purposive sampling. The results 
showed that the implementation of certification of teachers, especially teachers of 
Madrasah Aliyah Negeri Ciparay conducted by Kementerian Agama District Bandung not 
optimal because there are still some obstacles encountered. Judging from organizations still 
lack the human resources and financial resources available. From the aspect of 
interpretation, all program managers have understood the objectives and guidelines for the 
program but in the implementation of tasks and functions are still not consistent. In the 
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aspect of the application, found the supervision of the implementation of the program is not 
running, is seen in the absence of an evaluation report on the implementation of in-service 
teacher certification program that has been implemented in previous years 
 
Keywords: Implementation Program, Teacher Certification, Teacher Professionalism 
 
PENDAHULUAN 

Kualitas sumber daya manusia yang 
dihasilkan dari pembangunan pendidikan 
saat ini masih menunjukkan bahwa daya 
saing bangsa Indonesia di dunia 
Internasional masih relatif rendah. 
Menurut hasil laporan penelitian United 
Nation Development Programme 
(UNDP) pada tahun 2015 tentang Indeks 
Pembangunan Manusia menyatakan 
Indonesia berada pada peringkat ke-110 
dari 187 negara dengan nilai IPM 
mencapai 0,684. 

Menyadari akan pentingnya peranan 
pendidikan dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia, pemerintah 
berupaya untuk meningkatkan kualitas 
guru dengan mengeluarkan sebuah 
kebijakan tentang Sertifikasi Guru dan 
Dosen. Karena salah satu penyebab 
rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 
adalah komponen mutu guru. 

Program sertifikasi guru merupakan 
rangkaian kegiatan pelaksanaan 
keputusan pemerintah pusat yang 
diberikan kewenangan kepada pemerintah 
daerah dalam peningkatan mutu 
pendidikan, maka keberhasilan program 
sangat tergantung pada pemahaman, 
kesadaran, keterlibatan dan upaya 
sungguh-sungguh dari segenap aktor 
pelaksana program. Program sertifikasi 
guru ini merupakan proses yang 
berkelanjutan, monitoring dan evaluasi 
pun harus terus dilakukan secara berkala 
terhadap guru yang telah mendapatkan 
sertifikat untuk memantau kinerja guru 
setelah mendapatkan sertifikat pendidik. 
Program sertifikasi guru, bagi peneliti 
adalah sesuatu hal yang menarik untuk 
diteliti karena merupakan bagian penting 
dari peningkatan kualitas pendidikan di 
Indonesia melalui peningkatan mutu dan 

kesejahteraan guru, khususnya di 
Kabupaten Bandung. 

Program sertifikasi guru dalam 
jabatan ini lahir berdasarkan Undang-
Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 
tentang sistem pendidikan Nasional, dan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
Tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 
tentang Guru yang mengamanatkan, di 
mana guru wajib memiliki kualifikasi 
akademik, kompetensi, dan sertifikat 
pendidik. 

Madrasah Aliyah Negeri yang 
merupakan salah satu lembaga pendidikan 
formal pada jenjang menengah dibawah 
naungan Kementerian Agama Kabupaten 
Bandung, yang diselenggarakan untuk 
melanjutkan dan meluaskan pendidikan 
dasar serta menyiapkan peserta didik 
menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kemampuan mengadakan 
hubungan timbal balik dengan lingkungan 
sosial, budaya, dan alam sekitar serta 
dapat mengembangkan kemampuan lebih 
lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan 
tinggi. 

Berdasarkan survei awal yang telah 
peneliti lakukan di Madrasah Aliyah 
Negeri Ciparay Kabupaten Bandung 
diperoleh hasil bahwa ternyata kualitas 
proses pembelajaran yang dilakukan guru 
didalam kelas belum berjalan secara 
optimal atau belum memperlihatkan 
peningkatan secara signifikan padahal 
para guru tersebut sudah sertifikasi. 
Berikut data jumlah guru dan guru yang 
menerima sertifikasi di MAN Ciparay 
Kabupaten Bandung adalah sebagai 
berikut: 
 

 
 



JURNAL	ADMINISTRASI	NEGARA	
Volume	2.	No	1,	Agustus	2017	

ISSN:	2086-1338	 	 Halaman:	45	

Tabel 1.1 Guru Penerima Tunjangan 
Profesional atau Dana Sertifikasi Pada 

Madrasah Aliyah Negeri Ciparay 
Kabupaten Bandung 

Tahun 2016 
 
Madrasah Aliyah Negeri Ciparay 
Kabupaten Bandung 
Jumlah Guru PNS 42 
Jumlah Guru Non-PNS 13 
Jumlah Guru Penerima 
Sertifikasi atau TPG 41 
Jumlah Siswa 597 
(Sumber: MAN Ciparay, 2016) 
 

Dapat kita lihat dari tabel 1.1 bahwa 
75% dari guru yang mengajar di 
Madrasah Aliyah Negeri Ciparay 
Kabupaten Bandung sudah mempunyai 
sertifikat pendidik atau dengan kata lain 
guru tersebut sudah sertifikasi. Sudah 
menjadi sebuah kewajiban para guru yang 
sudah mempunyai sertifikat pendidik bisa 
menjadi tenaga profesional. 

Banyaknya jumlah guru yang 
menerima sertifikasi di Madrasah Aliyah 
Negeri Ciparay Kabupaten Bandung 
menjadi daya tarik bagi penulis. Dengan 
banyaknya jumlah guru yang menerima 
sertifikasi di Madrasah Aliyah Negeri 
Ciparay Kabupaten Bandung maka sudah 
seharusnya mutu pendidikan dan 
profesionalitas guru dalam hal mengajar 
menjadi semakin membaik. 

Mengingat karakteristik dan kondisi 
guru Madrasah serta struktur organisasi 
dan kelembagaan Kementerian Agama, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
melakukan adaptasi terhadap pedoman 
sertifikasi guru dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat 
diterapkan dengan sebaik-baiknya. 

Tujuan program sertifikasi guru akan 
tercapai dengan baik jika pelaksana 
maupun peserta dapat memahami dan 
mengerti maksud dari program ini serta 
mereka mempunyai kemampuan untuk 
melakukan tugas-tugas guna mencapai 
tujuan tersebut. Selain pemahaman akan 
tujuan, kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dalam 
proses belajar mengajar merupakan poin 
penting yang harus selalu ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil observasi awal 
penulis menemukan beberapa indikasi 
masalah terkait pelaksanaan program 
sertifikasi guru, hal tersebut gambarkan 
sebagai berikut: 1) Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bandung tidak 
melakukan penataan ulang terhadap 
sumber daya manusia yang ada di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bandung 
untuk mendukung berjalannya 
implementasi program secara efektif; 2) 
Masih terdapat ketidakpahaman para 
sasaran program akan proses pelaksanaan 
program sertifikasi guru dalam jabatan. 
Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh 
para pelaksana program kepada sasaran 
program yaitu para guru mengenai 
prosedur program sertifikasi guru 
mengakibatkan terhambatnya proses 
pelaksanaan dikarenakan banyak guru 
yang tidak memahami persyaratan yang 
dibutuhkan untuk sertifikasi; 3) Para 
pelaksana program sertifikasi guru ini 
tidak menjalankan apa yang telah 
ditetapkan dalam Standard Operational 
Procedure (SOP) program sertifikasi guru 
dalam jabatan, yaitu mengenai kegiatan 
monitoring, evaluasi, dan laporan. 

Berdasarkan pemaparan masalah 
diatas, maka penulis tertarik melakukan 
sebuah penelitian mengenai 
“Implementasi Program Sertifikasi Guru 
Dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah 
Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten 
Bandung)”. 
 
METODE 

Guna memahami bagaimana 
implementasi program sertifikasi guru 
oleh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bandung maka Penulis 
menggunakan metode penelitian kualitatif 
sebagai metodenya. Penulis menganggap 
bahwa metode penelitian kualitatif 
relevan sebagai dasar metode dalam 
penelitian ini, Penulis menganggap bahwa 
metode penelitian kualitatif relevan 
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sebagai dasar metode dalam penelitian ini, 
karena fenomena yang terjadi tidak 
memungkinkan diukur secara tepat, 
sehingga guna mendapatkan pemahaman 
yang tepat diperlukan eksplorasi kepada 
para partisipan. Melalui metode penelitian 
kualitatif ini, penulis dapat mengkaji 
perspektif partisipan yang memiliki 
otoritas, data, informasi, maupun 
penjelasan mengenai pelaksanaan 
program sertifikasi guru dalam jabatan. 
Adapun dalam mengembangkan dan 
menggambarkan penelitian, Penulis 
menggunakan pendekatan penelitian 
deskriptif. Data diperoleh dengan 
menggunakan studi kepustakaan dan studi 
lapangan berupa observasi non-partisipan, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Teknik triangulasi sumber dijadikan 
sebagai pemeriksaan keabsahan data 
dalam penelitian ini, kemudian data-data 
tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik 
simpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang penulis lakukan 
menunjukan bahwa: 1) Dalam aspek 
organisasi, hubungan kerja antar 
pelaksana program sertifikasi guru dalam 
jabatan untuk guru madrasah di 
Kabupaten Bandung sudah baik. Bentuk 
kerja sama antar instansi maupun lembaga 
dan alur komunikasi antara LPTK, Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten 
Bandung, dan kepala sekolah Madrasah 
Aliyah Negeri Ciparay sebagai 
penyampai informasi kepada guru yang 
berperan sebagai sasaran program 
(peserta sertifikasi) dilakukan dengan cara 
sosialisasi dan koordinasi mengenai 
pelaksanaan program sertifikasi guru. 

Selanjutnya untuk ketersediaan 
sumber daya. Sumber daya merupakan 
aspek penting dalam pelaksanaan suatu 
program, hal ini karena keberadaan 
sumber daya dapat mempengaruhi 
keberhasilan suatu program. Agar dapat 
dilaksanakan dengan baik, kesiapan 
sumberdaya pelaksana program adalah 
hal penting untuk diperhatikan. Sumber 

daya yang diperlukan dalam menjalankan 
suatu program terdiri dari beberapa 
macam yaitu: sumber daya manusia, 
sumber daya finansial, dan sumber daya 
sarana dan prasarana. dalam hal kuantitas 
sumber daya manusia untuk pelaksanaan 
program sertifikasi guru madrasah di 
Kabupaten Bandung masih kurang untuk 
beberapa kegiatan khususnya untuk 
perekapan data dan juga proses 
pengawasan yang meliputi kegiatan 
monitoring, evaluasi dan pembuatan 
laporan. Sedangkan kualitas sumber daya 
manusia untuk kompetensi dalam 
melaksanakan program dari pemberian 
wewenang dan tanggungjawab sudah 
cukup baik dilihat dari kegiatan program 
yang sampai saat ini masih terlaksanakan. 
Jika dilihat dari segi sumber daya 
anggaran untuk pelaksanaan program 
sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru 
madrasah masih kurang dan hal ini 
menjadi kendala dalam implementasi 
program sertifikasi guru dalam jabatan 
pada guru madrasah di Kabupaten 
Bandung. Dan yang terakhir dilihat dari 
segi sumber daya sarana dan prasarana, 
berdasarkan hasil observasi peneliti 
melihat kurangnya sarana untuk kegiatan 
verifikasi dan pemberkasan meskipun 
para implementor mengatakan sudah 
memenuhi tapi melihat kondisi 
dilapangan tidak adanya ruang arsip untuk 
berkas, tidak adanya laptop yang 
disediakan dimana para implementor 
masih harus menggunakan barang 
pribadinya untuk mendukung 
pelaksanaan program sertifikasi guru 
dalam jabatan untuk guru Madrasah di 
Kabupaten Bandung ini. 

Dalam melaksanakan program, 
sebagai pedoman dan panduan bagi 
pelaksana program maka perlu adanya 
aturan hukum dan Standard Operating 
Procedure (SOP) yang harus dipatuhi oleh 
semua pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan program tersebut. Dengan 
adanya panduan yang memuat tata cara 
dan mekanisme dalam pelaksanaan 
kegiatan dari pada program, dan jika hal 
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tersebut dilaksanakan sesuai aturannya 
maka tujuan yang telah di tetapkan bisa 
tercapai. Implementasi program 
memerlukan perintah atasan yang jelas 
dan tegas, dan perlu memberikan sanksi 
bagi aparat yang melanggar, sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Jones bahwa 
pemimpin diperlukan untuk memberikan 
perintah danmempertanggungjawabkan 
kewajiban-kewajiban tersebut dan 
kemudian dibagikan dalam cara yang 
tetap serta dibatasi secara ketat oleh 
aturan-aturan yang berhubungan dengan 
cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang 
akan dikenakan sanksi berupa pemecatan 
atau pembuangan bagi para pejabat yang 
melakukannya. 

2) Aspek Interpretasi, yang 
dimaksudkan oleh Jones dalam 
implementasi program adalah 
menafsirkan agar program menjadi 
rencana dan pengarahan yang tepat dan 
dapat diterima serta dilaksanakan. 
Bagaimana suatu program dapat 
dilaksanakan juga tergantung pada 
pemahaman dari para pelaksana atau 
implementor dalam mengartikan hal-hal 
yang berhubungan dengan satu kegiatan 
atau program, baik mengartikan maksud 
dan tujuan dari program tersebut. 
Kurangnya pemahaman para peserta yaitu 
guru dalam proses pelaksanaan program 
sertifikasi guru ini menimbulkan banyak 
kendala saat pelaksanaan itu berlangsung. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa guru 
yang sudah membaca buku pedoman 
sertifikasi guru saja belum sepenuhnya 
memahami isinya meskipun mereka akan 
mengikuti sertifikasi itu sendiri. 
Permasalahan seperti sebenarnya dapat 
diatasi dengan adanya komunikasi 
interaktif antara guru dan pelaksana yang 
memahami program sertifikasi guru 
dengan baik. Dan aspek yang terakhir 
adalah 3) Aspek Aplikasi, para pelaksana 
program diarahkan untuk melaksanakan 
program sesuai dengan pedoman dan 
aturan yang sudah ditetapkan, tapi pada 
kenyataan nya masih saja ditemukan 
adanya pedoman pelaksanaan program 

yang tidak di laksanakan. Akitivitas 
aplikasi merupakan tahap akhir dalam 
tahapan implementasi program, dimana 
penerapan merupakan ketentuan rutin dari 
pelayanan, pembayaran, atau lainnya 
yang disesuaikan dengan tujuan atau 
perlengkapan program. Penerapan untuk 
program sertifikasi guru dalam jabatan 
dapat melalui: a) Penyelenggaraan 
Program Sertifikasi Guru; b) Sosialisasi 
Program Sertifikasi Guru; c) Ketercapaian 
Tujuan dan Manfaat Program Sertifikasi 
Guru; dan d) Pemantauan, Evaluasi dan 
Pelaporan. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai 
Implementasi Program Sertifikasi Guru 
Dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah 
Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten 
Bandung), peneliti memperoleh 
kesimpulan bahwa pelaksanaan program 
sertifikasi guru pada guru madrasah yang 
dilakukan oleh Kementerian Agama 
Kabupate Bandung belum berjalan secara 
optimal. Hal tersebut dikarenakan 
pelaksanaan program sertifikasi guru 
masih belum memenuhi beberapa aspek 
implementasi program yang dikemukakan 
oleh Charles O. Jones yaitu organisasi, 
interpretasi, dan aplikasi yang belum 
berjalan sebagaimana mestinya dimana 
masih terdapat beberapa permasalahan 
dan hambatan. 
1. Aspek organisasi, pada aspek ini masih 

ditemukan beberapa kendala dan 
permasalahan yang terjadi seperti 
kurangnya sumber daya, baik dari sdm, 
finansial, maupun sarana dan 
prasarana. Selain itu komunikasi yang 
terjalin dalam hubungan kerja antar 
pelaksana penyelenggara program 
sertifikasi guru dalam jabatan untuk 
guru madrasah di Kabupaten Bandung 
dalam hal komunikasi atau 
penyampaian pesan masih belum 
optimal kepada sasaran program serta 
masih kurang jelas. 
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2. Pada aspek interpretasi, penulis 
menemukan bahwa pemahaman dari 
para pelaksana program sertifikasi 
guru dalam jabatan untuk guru 
Madrasah di Kabupaten Bandung 
terhadap program sertifikasi guru 
dalam jabatan sudah cukup memahami 
akan tujuan dan panduan program. 
Akan tetapi para pelaksana belum 
konsisten dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya. Hal tersebut 
dikarenakan belum semua panduan 
yang telah ditetapkan berjalan sesuai 
yang diharapkan seperti belum 
optimalnya dalam melakukan 
sosialisasi sehingga pelaksanaan 
program sertifikasi guru dalam jabatan 
sehingga berpengaruh kepada 
pemahaman dari para peserta atau 
sasaran program (target group) 
pemahaman dari sasaran program juga 
turut menjadi kunci pelaksanaan 
program tidak mencapai tujuan. 

3. Pada aspek aplikasi, dalam 
pelaksanaannya program sertifikasi 
guru dalam jabatan ini sudah 
berpedoman pada panduan yang ada. 
Akan tetapi tidak berjalan sesuai 
dengan panduan seperti sosialisasi. 
Selain itu, dalam hal pengawasan, 
evaluasi, dan pembuatan laporan juga 
masih belum dilaksanakan. 

Berdasarkan simpulan yang telah 
dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba 
memberikan beberapa saran yang 
mungkin dapat menjadi masukan bagi 
semua pihak yang tergabung dalam 
pelaksanaan program sertifikasi guru 
dalam jabatan untukguru madrasah di 
Kabupaten Bandung. Adapun saran-saran 
yang akan penulis kemukakan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pentingnya peran petugas dalam 

pelaksanaan program sertifikasi guru 
dalam jabatan untuk guru madrasah di 
Kabupaten Bandung seharusnya 
diimbangi dengan pemenuhan jumlah 
sumber dayanya. Maka dari itu perlu 
untuk memerhatikan jumlah staf atau 
pegawai yang dibutuhkan untu 

melaksanakan segala kegiatan yang 
berhubungan dengan implementasi 
program sertifikasi guru serta sumber 
daya finansialnya. 

2. Sosialisasi merupakan hal yang 
penting agar program sertifikasi guru 
dalam jabatan dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan dan harapan. Maka dari 
itu seharusnya kegiatan sosialisasi ini 
lebih ditingkatkan lagi agar 
pelaksanaan program sertifikasi guru 
ini berjalan sesuai dengan panduan 
yang telah ditetapkan sehingga baik 
para pelaksana maupun peserta dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya 
masing-masing dengan baik. 

3. Dalam melaksanakan suatu program, 
kegiatan pengawasan dan pembuatan 
lapon sangat dibutuhkan untuk 
nantinya dapat digunakan sebagai 
patokan atau acuan dan sebagai bahan 
evaluasi. Untuk itu seharusnya dalam 
memberikan laporan pelaksanaan 
program harus sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan agar dapat 
melihat perkembangan dari program 
sehingga memudahkan dalam 
pengambilan keputusan dan tindakan 
selanjutnya. 
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